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Yth.
1. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
2. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I
3. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II
4. Kepala Loka Kekarantinaan Kesehatan


SURAT EDARAN NOMOR HK.02.02/C/3001/2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN KARANTINA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan menetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kekarantinaan Kesehatan memiliki tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas negara. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan yang efektif, efisien, produktif, dan akuntabel, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) yang mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik.
Berdasarkan peta proses bisnis penyelenggaraan karantina kesehatan, khususnya pada proses utama, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit bersama dengan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kesehatan telah menyusun 20 (dua puluh) SOP AP Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan. SOP AP tersebut terdiri atas 4 (empat) SOP AP terkait pengawasan karantina kesehatan, 14 (empat belas) SOP AP terkait tindakan penanggulangan, dan 2 (dua) SOP AP terkait penindakan pelanggaran karantina kesehatan.
Surat Edaran ini dimaksudkan untuk dapat memberikan acuan bagi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dalam penyusunan SOP AP bidang karantina kesehatan di seluruh UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Mengingat ketentuan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada para Kepala Balai Besar/Balai/Loka Kekarantinaan Kesehatan beberapa hal sebagai berikut.
1. SOP AP Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan atau yang selanjutnya disebut SOP AP Bidang Karantina Kesehatan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. SOP AP Bidang Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar digunakan sebagai standar dalam penyusunan SOP AP di lingkungan satuan kerja masing-masing.
3. UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat melakukan inovasi terhadap SOP AP Bidang Karantina Kesehatan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan kerja, serta ketentuan yang berlaku. Inovasi terhadap SOP AP tersebut agar dilaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit serta Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan.
4. Kepala Balai Besar/Balai/Loka Kekarantinaan Kesehatan bertanggung jawab dalam menetapkan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi SOP AP Bidang Karantina Kesehatan di lingkungan satuan kerja masing-masing.
5. SOP AP Bidang Karantina Kesehatan bersifat dinamis, sehingga dapat dilakukan perubahan dan perbaikan di kemudian hari sesuai kebutuhan, lokal spesifik, serta perkembangan ilmu dan teknologi.
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).


Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2025
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MURTI UTAMI

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT NOMOR HK.02.02/C/3001/2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN KARANTINA KESEHATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN KARANTINA KESEHATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN


	No
	Judul SOP AP

	SOP AP terkait pengawasan karantina kesehatan

	1
	SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan

	2
	SOP AP Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat angkut/orang/barang

	3
	SOP AP Pemeriksaan Terhadap Media Lingkungan

	4
	SOP AP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan, Dokumen Kesehatan lainnya, dan Fisik Alat
angkut/Orang/Barang/Lingkungan

	SOP AP terkait tindakan penanggulangan

	5
	SOP AP Promosi Kesehatan

	6
	SOP AP Pelaksanaan Komunikasi Risiko

	7
	SOP AP Rekomendasi aktivasi Rencana Kontingensi

	8
	SOP AP Skrining pada Orang

	9
	SOP AP Penyelidikan Epidemiologi

	10
	SOP AP Karantina

	11
	SOP AP Pemberian Kekebalan

	12
	SOP AP Pemberian Profilaksis

	13
	SOP AP Pelaksanaan Disinfeksi/ Dekontaminasi/ Fumigasi/ Disinseksi/
Deratisasi

	14
	SOP AP Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Disinseksi/Fumigasi/
Dekontaminasi/Deratisasi

	15
	SOP AP Rujukan Pasien

	16
	SOP AP Isolasi




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



	No
	Judul SOP AP

	17
	SOP AP Penundaan/Penolakan Keberangkatan atau Kedatangan Pelaku
Perjalanan dan Alat Angkut

	18
	SOP AP Penanganan Kegawatdaruratan Medik

	SOP AP terkait penindakan pelanggaran karantina kesehatan

	19
	SOP AP Identifikasi dan Pengawasan Dugaan Pelanggaran Karantina
Kesehatan

	20
	SOP AP Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan
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MURTI UTAMI
-5-


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT NOMOR HK.02.02/C/3001/2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN KARANTINA KESEHATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

1. SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan
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DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP
	
	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tgl. Pembuatan
	
	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
	Tgl. Revisi
	
	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tgl. Efektif
	
	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan oleh
	:
	:

	
	Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Nama NIP

	
	Nama SOP
	
	: Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan

	

	Dasar Hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7 International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005
	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Epidemiolog Kesehatan/Tenaga Sanitasi Lingkungan/Entomolog Kesehatan/Dokter/Perawat

	

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	SOP AP Pembayaran Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP)
	1. Komputer/laptop/Printer
2. Alat tulis kantor
3. Formulir Checklist

	

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1. Apabila prosedur Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan


-10-


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Prosedur Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan


Pelaksana


Mutu Baku

No.

1

Aktivitas

Memberikan arahan untuk melakukan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan

Kepala Satuan Kerja

Ketua Tim Kerja

Petugas Karantina Kesehatan


Arsiparis


Kelengkapan

Surat permohonan, surat pemberitahuan, surat pemeriksaan dokumen alat angkut/orang/barang/lingk ungan, dan rencana kerja pengawasan lingkungan


Waktu

2 menit


Output

Catatan arahan

Keterangan



2 Menugaskan untuk melakukan verifikasi dokumen karantina kesehatan

Catatan arahan

5 menit

Catatan penugasan



3 Melakukan verfikasi dan validasi dokumen karantina kesehatan















4  Melakukan identifikasi faktor risiko

Catatan penugasan
















Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen

10 menit
















5 menit

Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen















Hasil Identifikasi Faktor Risiko
1. 
Jika dokumen karantina kesehatan tidak valid maka dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan/terkait

2. Aktivitas dapat dilakukan oleh petugas karantina/pejabat fungsional/pejabat pelaksana yang diberikan kewenangan oleh Kepala Satuan Kerja

3. Petugas Karantina Kesehatan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam urusaan karantina Kesehatan untuk melakukan pengawasan dan tindakan penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko penyebab penyakit atas alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
a. Untuk kapal dengan risiko tinggi (merah), maka kapal akan diperiksa di zona karantina
b. Untuk kapal yang masuk risiko sedang (kriteria kuning) akan diperika di dermaga
c. Untuk kapal risiko rendah tidak dilakukan pemeriksaan ke kapal (atau pemeriksaan secara acak)


Arsip
5 menit
Dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan
Mendokumentasikan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan
9
Dapat diterbitkan oleh kepala satker atau pejabat/petugas yang diberikan kewenangan
Dokumen karantina kesehatan/rekomenda si penanggulangan
5 menit
Draft dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan dan dan bukti bayar PNBP kecuali melalui Single Submission (SSm) yang telah diperiksa
Menyetujui draft laporan hasil penerbitan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan
8
Keterkaitan dengan SOP-AP Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Draft dokumen karantina kesehatan/rekomenda si penanggulangan dan dan bukti bayar PNBP kecuali melalui Single Submission (SSm) yang telah diperiksa.
5 menit
Draft dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan dan bukti bayar PNBP kecuali melalui Single Submission (SSm)
Memeriksa dan menerbitkan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan dan menyampaikan laporan hasil penerbitan dokumen karantina kesehatan
7
Draft dokumen karantina kesehatan/rekomenda si penanggulangan
5 menit
Draft Laporan hasil pemeriksaan dokumen dokumen karantina kesehatan
Mengajukan penerbitan/menerbitkan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan
6
Draft Laporan hasil pemeriksaan dokumen dokumen karantina kesehatan
15 menit
Hasil Identifikasi Faktor Risiko
Menyusun laporan hasil pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan menyampaikan laporan
5


2. SOP Pemeriksaan Fisik Alat angkut/orang/barang
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DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP
	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tgl. Pembuatan
	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
	Tgl. Revisi
	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tgl. Efektif
	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan oleh
	:

	
	Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Nama NIP

	
	Nama SOP
	: Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Orang/Barang

	

	Dasar hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7 International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005
	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Epidemiolog Kesehatan/Tenaga Sanitasi Lingkungan/Entomolog Kesehatan/Dokter/Perawat

	

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	
	1. Boarding Kit
2. Sanitarian Kit
3. Medical Kit
4. Hiegine Sanitasi Kit (HSK)
5. Formulir Pemeriksaan

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1. Apabila prosedur Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Orang/Barang tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah

2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Prosedur Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Orang/Barang


Pelaksana


Mutu Baku

No.

1

Aktivitas

Memberikan arahan untuk melakukan pemeriksaan fisik alat AngkutBarang/Orang

Kepala Satuan Kerja

Ketua Tim Kerja

Petugas Karantina Kesehatan


Arsiparis


Kelengkapan

Laporan hasil pemeriksaan dokumen


Waktu

2 menit


Output

Catatan arahan

Keterangan



2 Menugaskan untuk melakukan pemeriksaan fisik alat AngkutBarang/Orang





3 Menyiapkan	alat	dan	perlengkapan pemeriksaan

Catatan arahan







Catatan penugasan

5 menit







5 menit

Catatan penugasan







Alat dan perlengkapan
a. 
Jika hasil identifikasi risiko tinggi (merah) dilakukan pemeriksaan di zona karantina
b. Jika hasil identifikasi risiko rendah (kuning) dilakukan pemeriksaan di dermaga/ lokasi khusus



4 a. Melaksanakan pemeriksaan fisik dokumen karantina
b. Melakukan pemeriksaan sanitasi kapal kesehatan
c. Melakukan pemeriksaan kesehatan pelaku perjalanan dan pemeriksaan obat dan alat kesehatan
5 Menyusun laporan hasil pemeriksaan fisik alat angkut/orang/barang

Alat dan perlengkapan







Hasil Pemeriksaan fisik dokumen, Hasil Pemeriksaan sanitasi kapal, Hasil pemeriksaan kesehatan, obat, alat kesehatan

90 menit







15 menit

Hasil Pemeriksaan fisik dokumen, Hasil Pemeriksaan sanitasi kapal, Hasil pemeriksaan kesehatan, obat, alat kesehatan

Draft laporan hasil pemeriksaan fisik


Arsip
5 menit
Dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan
Mendokumentasikan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan
9
Dapat diterbitkan oleh kepala satker atau pejabat/petugas yang diberikan kewenangan
Dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan
5 menit
Draft dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan yang telah diperiksa
Menyetujui draft laporan hasil penerbitan dokumen karantina kesehatan
8
Draft dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan yang telah diperiksa
5 menit
Draft dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan
Memeriksa dan menerbitkan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan dan menyampaikan laporan hasil penerbitan dokumen kesehatan
7
Draft dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan
5 menit
Draft laporan hasil pemeriksaan fisik
Mengajukan penerbitan/menerbitkan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan
6


3. SOP Pemeriksaan Terhadap Media Lingkungan
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DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP
	
	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tgl. Pembuatan
	
	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
	Tgl. Revisi
	
	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tgl. Efektif
	
	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan oleh
	:
	:

	
	

	
	Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan


Nama NIP

	
	Nama SOP
	
	: Pemeriksaan Terhadap Media Lingkungan

	

	Dasar hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7 International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005
	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Memiliki kemampuan teknis di bidang kesehatan lingkungan

4. Petugas Karantina yang dibutuhkan adalah Tenaga Sanitasi Lingkungan dan Entomolog Kesehatan

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	SOP Teknis Pemeriksaan Media Lingkungan
	1. Sanitarian Kit
2. Entomolog Kit
3. Formulir Pemeriksaan

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1. Apabila prosedur pemeriksaan terhadap media lingkungan tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Prosedur Pemeriksaan Terhadap Media Lingkungandrat laporan hasil pemeriksaan fisik, kimia, biologi media lingkungan di area perimeter
15 menit
Hasil pemeriksaan fisik, kimia, biologi media lingkungan di area perimeter
Menyusun laporan hasil pemeriksaan fisik, kimia, biologi media lingkungan di area perimeter
5
Keterkaitan dengan SOP Teknis Pemeriksaan Media Lingkungan
Hasil pemeriksaan fisik, kimia, biologi media lingkungan di area perimeter
420 menit
Sanitasi KIT, Entomologi KIT
Melaksanakan pemeriksaan fisik, kimia, biologi media lingkungan di area perimeter
4
Sanitarian KIT, Entomolog KIT
5 menit
Catatan penugasan
media lingkungan di area perimeter
pemeriksaan
dan
alat
Menyiapkan perlengkapan
3
Catatan penugasan
3 menit
Catatan arahan
Menugaskan untuk melakukan pemeriksaan media lingkungan di area perimeter
2
media lingkungan : air, tanah, udara, pangan
Catatan arahan
2 menit
Laporan hasil pemeriksaan dokumen
Memberikan arahan untuk melakukan pemeriksaan media lingkungan di area perimeter
1

Output

Waktu

Kelengkapan

Arsiparis
Petugas Karantina Kesehatan
Ketua
Tim Kerja/Kepala Wilayah Kerja
Kepala Satuan Kerja



Keterangan

Mutu Baku

Pelaksana



Aktivitas



No.



Y
Arsip
5 menit
dokumen karantina kesehatan/rekomen dasi penanggulangan
Mendokumentasikan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan
9
Dapat diterbitkan oleh kepala satker atau pejabat/petugas yang diberikan kewenangan
dokumen karantina kesehatan/ rekomendasi penanggulangan
5 menit
Draft dokumen karantina kesehatan/rekomen dasi penanggulangan yang telah diperiksa
T
Menyetujui draft laporan hasil penerbitan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan
8
Y
Draft dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan yang telah diperiksa
5 menit
Draft dokumen karantina kesehatan/rekomen dasi penanggulangan yang telah diperiksa
T
Memeriksa dan menerbitkan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan dan meenyampaikan laporan hasil penerbitan dokumen karantina kesehatan
7
Draft dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan yang telah diperiksa
5 menit
drat laporan hasil pemeriksaan fisik, kimia, biologi media lingkungan di area perimeter
Mengajukan penerbitan/menerbitkan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan
6


4. SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dokumen Kekarantinaan Kesehatan dan Fisik

	
	Nomor SOP
	
	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tgl. Pembuatan
	
	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
[image: ]
	Tgl. Revisi
	
	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tgl. Efektif
	
	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan oleh
	:
	:

	
	Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

	DIREKTORAT JENDERAL
	

	PENANGGULANGAN PENYAKIT
	

	
	Nama

	NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	NIP

	
	Nama SOP
	
	: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan, Dokumen Kesehatan lainnya, dan Fisik Alat angkut/ Orang/ Barang/ Lingkungan

	

	Dasar hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7 International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005
	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Epidemiolog Kesehatan/Tenaga Sanitasi Lingkungan/Entomolog Kesehatan/Dokter/Perawat

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	1. SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan
2. SOP AP Prosedur Pemeriksaan Fisik Alat Angkut/Orang/Barang
3. SOP AP Pemeriksaan terhadap Media Lingkungan
	1. Komputer/laptop/Printer
2. Alat tulis kantor
3. Formulir Checklist

	

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1. Apabila prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan fisik tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan, Dokumen Kesehatan lainnya, dan Fisik Alat angkut/Orang/Barang/Lingkungan
	

No.
	

Aktivitas
	Pelaksana
	Mutu Baku
	

Keterangan

	
	
	
Kepala Satuan Kerja
	Ketua
Tim Kerja/Kepala Wilayah Kerja
	Petugas Karantina Kesehatan
	

Arsiparis
	

Kelengkapan
	

Waktu
	

Output
	

	1
	Memberikan arahan untuk melaksanakan rekomendasi tindakan penanggulangan sesuai dengan faktor risiko yang ditemukan
	

	
	
	
	Laporan hasil pemeriksaan dokumen karantina kesehatan/Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Orang/Barang/Pe meriksaan Terhadap Media Lingkungan
	2 menit
	Catatan arahan
	Keterkaitan dengan
1. SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan
2. SOP AP Prosedur Pemeriksaan Fisik Alat Angkut/Orang/Barang
3. SOP AP Pemeriksaan

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Menugaskan untuk melaksanakan rekomendasi tindakan penanggulangan sesuai dengan faktor risiko yang ditemukan
	
	
	
	
	
	Catatan arahan
	5 menit
	Catatan penugasan
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Melaksanakan tindakan penanggulangan sesuai dengan faktor risiko yang ditemukan
	
	
	
	
	
	Catatan penugasan
	
	Tindakan penanggulangan
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Y
Arsip
5 menit
laporan hasil tindakan penanggulangan
Mendokumentasikan
7
laporan hasil tindakan penanggulangan
5 menit
draft laporan yang telah diperiksa

T
Menyetujui laporan hasil tindakan penanggulangan sesuai dengan faktor risiko yang ditemukan
6
Y
draft laporan yang telah diperiksa
5 menit
draft laporan

T
Memeriksa laporan hasil tindakan penanggulangan sesuai dengan faktor risiko yang ditemukan
5
Y
draft laporan
5 menit
Tindakan penanggulangan
Menyusun laporan hasil tindakan penanggulangan sesuai dengan faktor risiko yang ditemukan
4


5. SOP AP Promosi Kesehatan

	
[image: ]

DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP
	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tgl. Pembuatan
	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
	Tgl. Revisi
	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tgl. Efektif
	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan oleh
	:

	
	Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Nama NIP

	
	Nama SOP
	: Promosi Kesehatan

	

	Dasar hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7 International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005
	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Petugas karantina kesehatan yang dibutuhkan : Dokter, Perawat, Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan, Pembimbing Kesehatan Kerja, Analis Teknik Laboratorium Medik, Apoteker, Asisten Apoteker,

	

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	
	1. Komputer / Laptop / Printer
2. ATK
3. Media Promosi

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1. Apabila prosedur Promosi Kesehatan tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah

2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Prosedur Promosi Kesehatan




Pelaksana



Mutu Baku
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yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).


No.



1





2





3


Aktivitas



Memberikan arahan untuk melaksanakan promosi kesehatan di lokasi kerja



Menugaskan untuk melaksanakan promosi kesehatan di lokasi kerja



Menyiapkan sumber daya, materi, jadwal kegiatan pelaksanaan promosi kesehatan



Kepala Satuan Kerja

Ketua Tim Kerja/
Kepala Wilayah Kerja


Petugas Karantina Kesehatan



Arsiparis



Kelengkapan


Surat permintaan, Informasi peningkatan kasus, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Catatan arahan, Surat permintaan, Informasi peningkatan kasus, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Catatan penugasan, Surat permintaan, Informasi peningkatan kasus, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi



Waktu


5 menit





5 menit





30 menit



Output


Catatan arahan, Surat permintaan, Informasi peningkatan kasus, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Catatan penugasan, Surat permintaan, Informasi peningkatan kasus, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Sumber daya, Materi, jadwal, peralatan


Keterangan



4 Melaksanakan promosi kesehatan di lokasi kerja

Sumber daya, Materi, jadwal, peralatan

30 menit

Pelaksanaan Promosi kesehatan



5 Menyusun	laporan	pelaksanaan promosi kesehatan

Pelaksanaan Promosi kesehatan

30 menit

Draft laporan



6 Memeriksa	laporan	pelaksanaan promosi kesehatan

Draft laporan
T

10 menit

Draft laporan yang sudah diperiksa

Y
7 Menyetujui	laporan	pelaksanaan
promosi kesehatan dan memberikan	T
arahan untuk mendokumentasikan
Y
8 Mendokumentasikan	laporan pelaksanaan promosi kesehatan



Draft laporan yang sudah diperiksa



Laporan pelaksanaan promosi kesehatan dan catatan arahan



5 menit




5 menit



Laporan pelaksanaan promosi kesehatan dan catatan arahan


Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

6. SOP AP Komunikasi Risiko

	

[image: ]
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP
	
	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tgl. Pembuatan
	
	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
	Tgl. Revisi
	
	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tgl. Efektif
	
	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan oleh
	:
	:

	
	Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Nama NIP

	
	Nama SOP
	
	: Pelaksanaan Komunikasi Risiko

	Dasar hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Petugas karantina kesehatan yang dibutuhkan : Dokter, Perawat, Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan, Pembimbing Kesehatan Kerja, Administrator Kesehatan

	2
	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
	

	
	17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
	

	3
	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
	

	
	tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
	

	4
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
	

	
	Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
	

	5
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
	

	
	Kesehatan
	

	6
	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis
	

	
	Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang
	

	
	Melayani Lalu Lintas Domestik
	

	7
	International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005
	

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	1. SOP AP Penyusunan Laporan
	1. Komputer / Laptop / printer
2. ATK
3. Media Komunikasi

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1. Apabila prosedur Pelaksanaan Komunikasi Risiko tidak dilakukan maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan


-20-


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Prosedur Pelaksanaan Komunikasi Risiko



Pelaksana



Mutu Baku


No.



1




2



3


Aktivitas



Memberikan arahan untuk melaksanakan komunikasi risiko


Menugaskan untuk melaksanakan komunikasi risiko


Menyiapkan bahan informasi publik (press release) dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait



Kepala Satuan Kerja

Ketua Tim Kerja/
Kepala Wilayah Kerja



Petugas Karantina


Pranata Hubungan Masyarakat



Kelengkapan


Laporan peningkatan kasus/kejadian, penemuan faktor risiko

catatan arahan, Laporan peningkatan kasus/kejadian, penemuan faktor risiko catatan penugasan, Laporan peningkatan kasus/kejadian, penemuan faktor risiko



Waktu


5 menit




5 menit



60 menit



Output


catatan arahan, Laporan peningkatan kasus/kejadian, penemuan faktor risiko
catatan penugasan, Laporan peningkatan kasus/kejadian, penemuan faktor risiko Bahan/draft surat/draft laporan/media KIE dan hasil koordinasi


Keterangan



4 Memeriksa bahan informasi publik (press release)

Y
5 Menyetujui dan menyampaikan bahan
informasi publik melalui pelaksanaan	T
komunikasi risiko dan memberikan arahan untuk menindaklanjuti
Y

Bahan/draft surat/draft
T	laporan/media KIE dan hasil koordinasi

Bahan/draft surat/draft laporan/media KIE

30 menit




30 menit

Bahan/draft surat/draft laporan/media KIE



Bahan informasi publik dan catatan arahan



6 Melaksanakan komunikasi risiko dan menugaskan untuk menyusun laporan hasil pelaksanaan komunikasi risiko

Bahan informasi publik dan catatan arahan

30 menit

Hasil pelaksanaan komunikasi risiko



7 Mendokumentasikan pelaksanaan komunikasi risiko

Hasil pelaksanaan komunikasi risiko

30 menit

Dokumentasi Hasil pelaksanaan komunikasi risiko



8 Menyusun	laporan	hasil	pelaksanaan komunikasi risiko

Dokumentasi Hasil pelaksanaan komunikasi risiko

30 menit

Laporan hasil pelaksanaan komunikasi risiko

Keterkaitan SOP Penyusunan Laporan

7. SOP AP Rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi

	


[image: ]
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP
	
	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tgl. Pembuatan
	
	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
	Tgl. Revisi
	
	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tgl. Efektif
	
	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan oleh
	:
	:

	
	Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Nama NIP

	
	Nama SOP
	
	: Rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi

	

	Dasar hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan

4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7 International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005
	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Petugas karantina kesehatan yang dibutuhkan Dokter, Perawat, Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan, Pembimbing Kesehatan Kerja, Analis Teknik Laboratorium Medik, Apoteker, Asisten Apoteker, Administrator Kesehatan

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	
	1. Komputer/Laptop/Printer
2. ATK
3. Jaringan Internet

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1. Apabila prosedur Rekomendasi aktivasi kontingensi tidak dilakukan maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Prosedur Rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi



Pelaksana



Mutu Baku


No.



1






2


Aktivitas



Memberikan arahan untuk menyusun rekomendasi aktivasi rencana kontingensi




Menugaskan untuk menyusun rekomendasi aktivasi rencana kontingensi


Kepala Satuan Kerja

Ketua Tim Kerja/
Kepala Wilayah Kerja


Petugas Karantina Kesehatan



Arsiparis



Kelengkapan


rekomendasi tindak lanjut pengawasan, rencana kontingensi, laporan kasus, verifikasi rumor/isu, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia catatan arahan, rencana kontingensi, laporan kasus, verifikasi rumor/isu, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia



Waktu


5 menit






5 menit



Output


catatan arahan, rencana kontingensi, laporan kasus, verifikasi rumor/isu, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia

catatan penugasan, rencana kontingensi, laporan kasus, verifikasi rumor/isu, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia


Keterangan




3 Melaksanakan koordinasi dan konfirmasi terhadap rumor/isu kejadian




4 Menyusun kajian terhadap rumor/isu kejadian

catatan penugasan, rencana kontingensi, laporan kasus, verifikasi rumor/isu, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia Hasil koordinasi dan konfirmasi

15 menit





60 menit

Hasil koordinasi dan konfirmasi




Hasil Kajian


Y
T
Y
Arsip dan catatan penyampaian
10 menit
Rekomendasi untuk Aktivasi Rencana Kontingensi dan catatan arahan
Aktivasi Rencana Kontingensi kepada pihak terkait
rekomendasi
mendokumentasikan
10
Rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi dan catatan arahan
Draft rekomendasi
10 menit
30 menit
Draft rekomendasi
Draft rekomendasi

T
Kontingensi dan memberikan arahan untuk mendokumentasikan
Rencana
Aktivasi
menyampaikan
dan
Menetapkan rekomendasi
Memeriksa	rekomendasi	Aktivasi Rencana Kontingensi
9
8
Draft rekomendasi
60 menit
Hasil verifikasi lapangan
Menyusun	rekomendasi	Aktivasi Rencana Kontingensi
7
Hasil verifikasi lapangan
60 menit
Sumber daya
Melaksanakan verifikasi lapangan
6
Sumber daya
30 menit
Hasil Kajian
Menyiapkan sumber daya
5


8. SOP AP Skrining pada Orang

	


[image: ]

DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP
	
	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tgl. Pembuatan
	
	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
	Tgl. Revisi
	
	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tgl. Efektif
	
	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan oleh
	:
	:

	
	Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Nama NIP

	
	Nama SOP
	
	: Skrining pada Orang

	

	Dasar hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7 International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005
	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Petugas Karantina yang dibutuhkan : Dokter/Perawat/Pranata Laboratorium Kesehatan

	

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	1. SOP Pemeriksaan Laboratorium
2. SOP tindakan penanggulangan lainnya
	1. Form Pemeriksaan
2. Diagnostik Kit
3. Laboratorium Kit
4. Reagen dan bahan habis pakai
5. ATK
6. Alat Pelindung Diri
7. Jaringan internet

	

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1. Apabila prosedur Skrining pada Orang tidak dilakukan maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Prosedur Skrining pada Orang



Pelaksana



Mutu Baku
-26-


yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



No.

Aktivitas


Kepala Balai

Ketua Tim Kerja/Kepala Wilayah Kerja


Perawat


Dokter

Pranata Laboratorium Kesehatan


Kelengkapan


Waktu


Output

Keterangan


1 Memberikan arahan untuk melakukan skrining pada orang


Laporan hasil pengawasan kekarantinaan kesehatan


5 menit


Catatan arahan



2 Menugaskan untuk melakukan skrining pada orang

Catatan arahan dan laporan hasil pengawasan kekarantinaan kesehatan

10 menit

Catatan penugasan


3 Menyiapkan alat dan perlengkapan skrining


Catatan penugasan


15 menit


Alat dan perlengkapan Diagnostik Kit, Medical Kit, APD, buku registrasi


4 Melakukan registrasi


Alat dan perlengkapan Diagnostik Kit, Medical Kit, APD, buku registrasi


5 menit


Data identitas pasien


5 Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital


Data identitas pasien


5 menit


Data tanda vital



6 Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik

Data tanda vital

10 menit

Hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik



7 Melakukan pemeriksaan penunjang laboratorium

Hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik

60 menit

Hasil pemeriksaan laboratorium

Keterkaitan SOP Pemeriksaan Laboratorium



8 Menentukan diagnosis berdasarkan dari hasil seluruh pemeriksaan






9 Menetapkan tindak lanjut prosedur penanggulangan kekarantinaan kesehatan lanjutan







Penyakit dan masalah potensi KLB







Penyakit menular potensi wabah

Hasil pemeriksaan laboratorium






Data Diagnosis

5 menit







5 menit

Data Diagnosis







Rencana tindak lanjut

Jika ditemukan penyakit menular potensi wabah dilakukan tindakan penanggulangan kekarantinaan kesehatan lainnya




Keterkaitan SOP tindakan penanggulangan lainnya




10 Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil skrining pada orang

Rencana tindak lanjut

10 menit

Draft laporan hasil skrining pada orang





11 Memeriksa dan menyetujui laporan hasil skrining pada orang

Draft laporan hasil skrining
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunpaadkaanorsaengrtifikat elektronik

5 menit

Laporan hasil skrining pada orang

9. SOP AP Penyelidikan Epidemiologi
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DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP
	
	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tgl. Pembuatan
	
	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
	Tgl. Revisi
	
	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tgl. Efektif
	
	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan oleh
	:
	:

	
	Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Nama NIP

	
	Nama SOP
	
	: Penyelidikan Epidemiologi

	

	Dasar hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan

4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6 International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005
	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Petugas Karantina yang dibutuhkan Epidemiolog Kesehatan/ Sanitarian/ Entomolog/ Dokter/ Perawat yang termasuk Tim Gerak Cepat (TGC)

	

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	SOP AP Penyusunan Laporan SOP AP Diseminasi Informasi
	1. Komputer/laptop/Printer
2. Alat tulis kantor
3. Formulir Checklist
4. Jaringan internet
	
	

	

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1. Apabila prosedur Penyelidikan Epidemiologi tidak dilakukan maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Prosedur Penyelidikan Epidemiologi


Pelaksana


Mutu Baku



No.

Aktivitas

Kepala Satuan Kerja

Ketua Tim Kerja/ Kepala Wilayah Kerja

Petugas Karantina Kesehatan


Arsiparis


Kelengkapan


Waktu


Output

Keterangan



1 Memberikan arahan untuk melaksanakan penyelidikan E pidemilogi

Informasi petugas karantina, laporan hasil pengawasan
2 
menit

Catatan arahan



2 Membagi tugas untuk melakukan penyelidikan epidemiologi



Catatan arahan

2 menit

Catatan penugasan



3 Menyiapkan peralatan dan bahan Penyelidikan E pidemiologi

Catatan penugasan



2 menit



Instrumen pemeriksaan


4 Melakukan Penyelidikan E pidemiologi




5 Menyusun draft laporan Penyelidikan E pidemiolog




6 Memeriksa laporan hasil Penyelidikan E pidemiologi
T

Y

7 Memeriksa dan menyetujui laporan Penyelidikan
E pidemiologi	T

Y
8 Melaksanakan diseminasi hasil Penyelidikan E pidemiologi kepada pihak terkait



Instrumen pemeriksaan


Data Penyelidikan E pidemiologi


Draft laporan Penyelidikan E pidemiologi

Draft laporan Penyelidikan
E pidemiologi yang sudah diperiksa


Laporan Penyelidikan E pidemiologi




24 jam



60 menit




15 menit




10 menit




60 menit



Data Penyelidikan E pidemiologi


Draft laporan Penyelidikan E pidemiologi

Draft laporan Penyelidikan
E pidemiologi yang sudah diperiksa

Laporan Penyelidikan E pidemiologi



Laporan Diseminasi







Keterkaitan S OP Penyusunan Laporan













Keterkaitan S OP Diseminasi Informasi



9 Mendokumentasikan laporan Penyelidikan E pidemiologi dan Laporan diseminasi



Laporan Penyelidikan E pidemiologi, Laporan Diseminasi




2 menit




Arsip

10. SOP AP Karantina

	


[image: ]
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP
	
	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tgl. Pembuatan
	
	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
	Tgl. Revisi
	
	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tgl. Efektif
	
	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan oleh
	:
	:

	
	Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Nama NIP

	
	Nama SOP
	
	: Karantina

	

	Dasar hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7 International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005
	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Petugas karantina kesehatan yang dibutuhkan Dokter, Perawat, Pranata Laboratorium Kesehatan dan Tenaga Sanitasi Lingkungan

	

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	1. SOP AP Skrinning
2. SOP AP Disinfeksi
3. SOP AP Pemeriksaan Kesehatan
4. SOP AP Pemeriksaan Laboratorium
5. SOP AP Penyelidikan Epidemiologi
6. SOP AP Penyusunan Laporan
	1. Alat Pelindung Diri
2. Diagnostic kit
3. Disinfektan
4. ATK
5. Alat komunikasi
6. Jaringan Internet

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1. Apabila prosedur Karantina tidak dilakukan maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Prosedur Karantina



Pelaksana



Mutu Baku


No.



1


Aktivitas



Memberikan arahan untuk melakukan karantina


Kepala Satuan Kerja

Ketua Tim Kerja/
Kepala Wilayah Kerja



Dokter



Perawat


Pranata Laboratorium Kesehatan


Tenaga Sanitasi Lingkungan



Arsiparis



Kelengkapan


Laporan hasil pemeriksaan/skrinin g



Waktu


2 menit



Output


Catatan arahan


Keterangan



Keterkaitan SOP AP Skrinning



2 Menugaskan untuk melakukan karantina

Catatan arahan

5 menit

Catatan penugasan



3 Menyiapkan ruang karantina

Catatan penugasan

30 menit

Informasi kesiapan ruang Karantina

Keterkaitan SOP Disinfeksi




4 Melakukan karantina di ruang karantina






5 Menyusun draft laporan

Informasi kesiapan ruang Karantina






Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan

14 Hari








60 menit

Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan






Draft laporan

Keterkaitan
1. SOP Pemeriksaan Kesehatan
2. SOP AP Isolasi
3. SOP Pemeriksaan Laboratorium
4. SOP AP Penyelidikan Epidemiologi

Waktu yang digunakan sesuai dengan masa inkubasi penyakit
Keterkaitan SOP Penyusunan Laporan




6 Memeriksa draft laporan karantina

Draft laporan

15 menit

Draft laporan yang diperiksa




7 Menyetujui laporan karantina
T


Y

Draft laporan yang diperiksa

5 menit

Laporan pelaksanaan karantina



8 Mendokumentasikan laporan karantina

Laporan pelaksanaan karantina

5 menit

Arsip

11. SOP AP Pemberian Kekebalan
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DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP
	
	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tgl. Pembuatan
	
	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
	Tgl. Revisi
	
	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tgl. Efektif
	
	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan oleh
	:
	:

	
	Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Nama NIP

	
	Nama SOP
	
	: Pemberian Kekebalan

	

	Dasar hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7 International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005
	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Petugas karantina kesehatan yang dibutuhkan Dokter, Perawat

	

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	1. SOP AP Penatalaksanaan KIPI
	1. Informed Consent
2. Alat Pelindung Diri (APD)
3. Diagnostik set
4. Emergency kit
5. Vaksin
6. Bahan habis pakai
7. Vaccine carrier
8. Komputer/laptop
9. ATK

	

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1. Apabila prosedur Karantina tidak dilakukan maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Prosedur Pemberian KekebalanData tanda vital
5 menit
Data identitas pasien
Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
5
Data identitas pasien
5 Menit
Vaksin dan alat perlengkapan lain, Surat Persetujuan Tindakan, Buku registrasi
Melakukan registrasi
4
Vaksin dan alat perlengkapan lain, Surat Persetujuan Tindakan, Buku
registrasi
10 menit
Catatan penugasan
perlengkapan
dan
Menyiapkan	alat pemeriksaan
3
Catatan penugasan
5 menit
Catatan arahan
Menugaskan untuk melakukan pemberian kekebalan
2
Catatan arahan
2 menit
Surat Permohonan dapat melalui surat permohonan manual dan elektronik
Memberikan arahan untuk melakukan pemberian kekebalan
1

Output

Waktu

Kelengkapan

Arsiparis

Dokter

Perawat
Ketua
Tim Kerja/ Kepala Wilayah kerja

Kepala Satuan Kerja


Keterangan
Mutu Baku
Pelaksana


Aktivitas


No.



Laporan
30 menit
Hasil observasi
Menyusun laporan hasil pemberian kekebalan
6
a. Jika ada KIPI maka akan dilakukan tindakan penanganan
b. Keterkaitan dengan SOP AP Penatalaksanaan KIPI
Hasil observasi
10 menit
Data Pasien yang sudah diberikan kekebalan
Melakukan observasi jika ada kejadian ikutan setelah pemberian kekebalan
8
Data Pasien yang sudah diberikan kekebalan
5 menit
Hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik
Melakukan pemberian kekebalan
7
a. Jika ditemukan tanda- tanda kontraindikasi maka akan dirujuk ke dokter ahli (spesialis)
b. Jika Wanita Usia Subur (WUS) harus dilakukan pemeriksaan kehamilan
Hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik
10 menit
Data tanda vital
Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik
6



Y
T
Y
Arsip
5 menit
Sertifikat vaksinasi internasional
Mendokumentasikan
10




Dapat diterbitkan oleh Kepala Satker atau Kepala Wilker/Pejabat/petugas yang diberikan kewenangan
Draft dokumen karantina kesehatan yang disetujui

Sertifikat vaksinasi internasional
5 menit
5 menit
Draft dokumen karantina kesehatan yang disetujui
Draft dokumen karantina kesehatan
T
Menerbitkan dokumen karantina kesehatan
Memeriksa dokumen karantina kesehatan
9
8
Draft dokumen karantina kesehatan
5 menit
Laporan
Mengajukan penerbitan dokumen karantina kesehatan
7


12. SOP AP Pemberian Profilaksis
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DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT


NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP
	
	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tgl. Pembuatan
	
	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
	Tgl. Revisi
	
	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tgl. Efektif
	
	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan oleh
	:
	:

	
	Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Nama NIP

	
	Nama SOP
	
	: Pemberian Profilaksis

	

	Dasar hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
	1.	Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

	2
	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
	2.	Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

	
	17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
	

	3
	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
	3.	Petugas karantina kesehatan yang dibutuhkan Dokter, Perawat, Apoteker/Asisten Apoteker

	
	tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
	

	4
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
	

	
	Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
	

	5
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
	

	
	Kesehatan
	

	6
	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis
	

	
	Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang
	

	
	Melayani Lalu Lintas Domestik
	

	7
	International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005
	

	

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	
	1. Informed consent
2. Diagnostik set
3. Kertas resep
4. Komputer/laptop
5. ATK
6. Profilaksis

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1. Apabila prosedur Karantina tidak dilakukan maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Prosedur Pemberian Profilaksis



Pelaksana



Mutu Baku


No.



1


Aktivitas



Memberikan arahan untuk melakukan pemberian profilaksis pada orang


Kepala Satuan Kerja

Ketua Tim Kerja/
Kepala Wilayah Kerja



Perawat



Dokter


Apoteker/ Asisten Apoteker



Arsiparis



Kelengkapan


Laporan hasil pemeriksaan dokumen



Waktu


2 menit



Output


Catatan arahan


Keterangan



2 Menugaskan untuk melakukan pemberian profilaksis

Catatan arahan

5 menit

Catatan penugasan



3 Menyiapkan alat, perlengkapan pemeriksaan, dan obat

Catatan penugasan

5 menit

Diagnostik set dan obat profilaksis




4 Melakukan registrasi

Diagnostik set dan obat profilaksis
5 
menit

Data pasien



5 Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital

Data pasien

5 menit

Hasil pemeriksaan tanda vital



6 Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik

Hasil pemeriksaan tanda vital

10 menit

Hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik


7 Memberikan rekomendasi pemberian profilaksis pada setiap orang yang ditemukan kontra indikasi terhadap vaksin atau penyakit menular yang belum ada vaksinnya dan memberikan informasi mengenai profilaksis tersebut


Hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik


5 menit


Rekomendasi dan Resep profilaksis


Jika kontra indikasi tidak dapat diatasi, dapat dirujuk ke RS atau dokter spesialis


8 Memberikan obat profilaksis berdasarkan resep yang diberikan dokter


Rekomendasi dan Resep profilaksis


15 menit


Obat profilaksis



9 Mengeluarkan surat keterangan setelah diberikan obat profilaksis


10 Mendokumentasikan

Obat profilaksis



Dokumen kesehatan pemberian obat profilaksis

5 menit



5 menit

Dokumen kesehatan pemberian obat profilaksis
Arsip

13. SOP AP Disinfeksi/Disinseksi/Fumigasi/Dekontaminasi/Deratisasi
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DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP
	:
	OT.02.02/…./	/2025

	
	Tgl. Pembuatan
	:
	diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
	Tgl. Revisi
	:
	diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Revisi ke
	:
	diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Tgl. Efektif
	:
	

	
	Disahkan oleh
	
	
Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Nama NIP

	
	
JUDUL SOP : Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi

	Dasar hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Tenaga Sanitasi Lingkungan/Entomolog Kesehatan/Epidemiologi Kesehatan yang memahami kebijakan terkait tindakan penyehatan alat angkut

	2
	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
	

	
	17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
	

	3
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tindakan Hapus Tikus dan Hapus
	

	
	Serangga Pada Alat angkut di Pelabuhan, Bandar Udara, Dan Pos Lintas Batas Darat
	

	4
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal
	

	5
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
	

	
	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan
	

	6
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana
	

	
	Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
	

	7
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
	

	
	Kesehatan
	

	8
	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis
	

	
	Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang
	

	
	Melayani Lalu Lintas Domestik
	

	9
	International Health Regulation 2005
	

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	1
	SOP Teknis Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi
	1. APD
2. Form terkait
3. Life Jacket
4. ATK
5. Alat Komunikasi
Pencatatan dan Pendataan :

	2
	SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan
	

	3
	SOP AP Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Barang/Orang/Lingkungan
	

	Peringatan :
	

	1 Apabila Prosedur Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi
2 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Prosedur Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi
Pelaksana



Mutu Baku


No	Aktivitas



Kepala Satker

Ketua Tim Kerja Terkait/Kepala Wilayah Kerja


Petugas Karantina Kesehatan



Arsiparis



Kelengkapan



Waktu



Output


Keterangan

1 Memberikan arahan untuk melakukan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disin seksi/Deratisasi


2 Menugaskan untuk melaksanakan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disin seksi/Deratisasi

Surat Permohonan Disinseksi/Disinfeksi, Laporan hasil pengawasan

Catatan arahan

2 menit Catatan arahan




5 menit Catatan Penugasan

Keterkaitan dengan :
1. SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan
2. SOP AP Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Barang/Orang/Lingkungan

3 Melakukan persiapan peralatan dan perlengkapan termasuk area Disinfeksi/ Dekontaminasi/ Fumigasi/ Disinseksi/ Deratisasi

Catatan Penugasan

120
menit

Alat, perlengkapan, dan area

4 Melakukan

Alat, perlengkapan, dan

3 jam - Hasil

Keterkaitan SOP Teknis

Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disin seksi/Deratisasi

area

13 jam

Disinseksi/Disinfeksi

Disinseksi/Disinfeksi/Fumigasi/Dekontaminasi/Dera tisasi



5 Melakukan penilaian hasil Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/ Disinseksi/Deratisasi

Hasil Disinseksi/Disinfeksi

60
menit

Hasil Penilaian Disinseksi/Disinfeksi

Jika dalam hasil penilaian ditemukan kegagalan dalam Disinseksi/Disinfeksii dapat dilakukan Disinseksi/Disinfeksi ulang

6 Menyusun laporan hasil Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/ Disinseksi/Deratisasi

Hasil Penilaian Disinseksi/Disinfeksi

30
menit

Laporan Hasil pelaksanaan

7 Mengajukan penerbitan/menerbitkan sertifikat karantina kesehatan

Laporan Hasil pelaksanaan

5 menit Draft Sertifikat/Sertifikat Sanitasi

Sertifikat Sanitasi Kapal diterbitkan oleh Petugas Karantina Kesehatan di Wilayah Kerja yang diberikan kewenangan


8 Memeriksa dan menerbitkan dokumen
karantina kesehatan dan menyampaikan	T
laporan hasil penerbitan dokumen
karantina kesehatan	Y

9 Menyetujui draft laporan hasil	T
penerbitan dokumen karantina
kesehatan
Y
10 Mendokumentasikan


Draft Sertifikat




draft Laporan hasil



Laporan hasil


5 menit Sertifikat Sanitasi dan draft Laporan hasil



5 menit Laporan hasil



5 menit Arsip


Keterkaitan SOP AP Penyusunan Laporan

Sertifikat Sanitasi Kapal diterbitkan oleh Ketua Tim Kerja

14. SOP AP Pengawasan Disinfeksi/Disinseksi/Fumigasi/Dekontaminasi/Deratisasi
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DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP	:  OT.02.02/…./	/2025
Tgl. Pembuatan	:  diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP
Tgl. Revisi	:  diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa
Revisi ke	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP
Tgl. Efektif	:
Disahkan oleh

	
	Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Nama NIP

	
	
JUDUL SOP : Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi

	Dasar hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga Pada Alat angkut di Pelabuhan, Bandar Udara, Dan Pos Lintas Batas Darat
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan
6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
8 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
9 International Health Regulation 2005
	Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Petugas karantina kesehatan yang dibutuhkan Tenaga Sanitasi Lingkungan/Entomolog Kesehatan/Epidemiologi Kesehatan yang memahami kebijakan terkait tindakan penyehatan alat angkut

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	1  SOP Teknis Disinseksi
SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan
SOP AP Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Barang/Orang/Lingkungan
	1. APD
2. Disinseksi Kit/Disinfeksi Kit/Fumigasi Kit/Dekontaminasi Kit/Deratisasi Kit
3. Form terkait
4. Life Jacket
5. ATK
6. Alat Komunikasi

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1 Apabila Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Prosedur Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi



Pelaksana



Mutu Baku


No	Aktivitas



Kepala Satker

Ketua Tim Kerja Terkait/Kepala Wilayah Kerja


Petugas Karantina Kesehatan



Arsiparis



Kelengkapan



Waktu



Output


Keterangan

1 Memberikan arahan untuk melakukan Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/ Disinseksi/ Deratisasi

2 Menugaskan untuk melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/ Disinseksi/ Deratisasi

Surat Permohonan pelaksanaan Disinseksi/Disinfeksi
, Laporan hasil Catatan arahan

2 menit Catatan arahan



5 menit Catatan Penugasan

Keterkaitan dengan :
1. SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan
2. SOP AP Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat

3 Berkoodinasi dengan pihak terkait pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/ Disinseksi/ Deratisasi

Catatan Penugasan 60 menit Hasil koordinasi

4 Melakukan pengawasan terhadap kesiapan sumber daya termasuk area yang akan dilakukan Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/ Disinseksi/

Hasil koordinasi

120
menit

Hasil pengawasan kesiapan sumber daya

Keterkaitan SOP Teknis Disinseksi/Disinfeksi

5 Melakukan pengawasan pelaksanaan Pengawasan
Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/ Disinseksi/ Deratisasi

Hasil pengawasan
kesiapan sumber daya

3 jam - Hasil pengawasan
13 jam pelaksanaan
Disinseksi/Disinfeksi
/Fumigasi

6 Melakukan penilaian hasil pelaksanaan Pengawasan

Hasil pengawasan

60	Hasil pelaksanaan

Jika dalam hasil penilaian ditemukan kegagalan

Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/

pelaksanaan

menit

Disinseksi/Disinfeksi dalam Disinseksi/Disinfeksii dapat dilakukan

Disinseksi/ Deratisasi

7 Menyusun laporan hasil Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/ Disinseksi/ Deratisasi

Disinseksi/Disinfeksi
/Fumigasi
Hasil pelaksanaan Disinseksi/Disinfeksi
/Fumigasi



30
menit

/Fumigasi

Laporan hasil Pengawasan Disinseksi/Disinfeksi

Disinseksi/Disinfeksi ulang

8 Mengajukan penerbitan/menerbitkan dokumen

Laporan hasil

5 menit Draft dokumen

Sertifikat Sanitasi Kapal diterbitkan oleh Petugas

karantina kesehatan

Pengawasan Disinseksi/Disinfeksi

karantina kesehatan Karantina Kesehatan di Wilayah Kerja yang diberikan kewenangan

9 Memeriksa/menerbitkan dokumen karantina kesehatan dan menyampaikan laporan hasil rekapitulasi penerbitan dokumen karantina kesehatan kepada Kepala Satker
Y

10 Menyetujui laporan hasil penerbitan dokumen
karantina kesehatan	T

Y

11 Mendokumentasikan

Draft dokumen karantina kesehatan




Draft dokumen karantina kesehatan yang disetujui


Sertifikat Sanitasi

5 menit Draft dokumen
karantina kesehatan yang disetujui



5 menit Sertifikat Sanitasi




5 menit Arsip

Keterkaitan SOP AP Penyusunan Laporan

Sertifikat Sanitasi Kapal diterbitkan oleh Ketua Tim Kerja


Dapat diterbitkan oleh Kepala Satker atau Kepala Wilker/Pejabat/petugas yang diberikan kewenangan

15. SOP AP Rujukan Pasien
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DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT


NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP
	
	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tgl. Pembuatan
	
	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
	Tgl. Revisi
	
	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tgl. Efektif
	
	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan oleh
	:
	:

	
	Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Nama NIP

	
	Nama SOP
	
	: Rujukan Pasien

	

	Dasar hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7 International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005
	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Petugas karantina kesehatan yang dibutuhkan Tenaga Sanitasi Lingkungan/Entomolog Kesehatan/Epidemiologi Kesehatan yang memahami kebijakan terkait tindakan penyehatan alat angkut
4. Pengemudi ambulans terlatih

	

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	SOP Skrining pada Orang
	1. Alat Pelindung Diri (APD)
2. Diagnostik set
3. Desinfektan
4. Rekam medik
5. Formulir rujukan
6. ATK
7. Ambulans respons penyakit menular
8. Daftar rumah sakit rujukan

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1 Apabila Prosedur Rujukan tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



10 menit
Draft laporan hasil rujukan pasien
Draft laporan hasil rujukan pasien
Laporan rujukan pasien
15 menit
Berita acara rujukan pasien
Berita acara rujukan pasien
30 menit
Dokumen rujukan
Dokumen rujukan
10 menit
Informasi kesiapan rumah sakit rujukan
Informasi kesiapan rumah sakit rujukan
15 menit
Catatan penugasan
Catatan penugasan
5 menit
Catatan arahan dan laporan hasil skrining pada orang
Catatan arahan dan laporan hasil skrining pada orang
5 menit
Laporan hasil skrining pada orang

Output

Waktu

Kelengkapan

Pengemudi

Perawat

Dokter
Ketua Tim Kerja/Kepala Wilayah Kerja

Kepala Satuan Kerja
Membuat laporan rujukan
Memeriksa dan menyetujui laporan hasil rujukan pasien
7
6
Melaksanakan proses evakuasi pasien
5
Melakukan penyiapan pasien, peralatan dan kendaraan ambulans respons penyakit menular
4
Melakukan koordinasi dengan rumah sakit rujukan
3
Menugaskan untuk melakukan rujukan pasien
2
Memberikan arahan untuk melakukan rujukan pasien
1
Mutu Baku
Pelaksana


Aktivitas


No.


Prosedur Rujukan Pasien



Keterangan

Keterkaitan SOP Skrining Pada Orang


16. SOP AP Isolasi
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DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT


NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP
	
	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tgl. Pembuatan
	
	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
	Tgl. Revisi
	
	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tgl. Efektif
	
	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan oleh
	:
	:

	
	Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Nama NIP

	
	Nama SOP
	
	: Isolasi

	

	Dasar hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7 International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005
	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Dokter, Epidemiolog Kesehatan

	

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	1. SOP menggunakan dan melepas Alat Pelindung Diri
	1. Alat Pelindung Diri
2. Diagnostic Kit
3. Desinfeksi Kit
4. ATK
5. Alat komunikasi

	

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1. Apabila prosedur Isolasi tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Prosedur Isolasi



No.





Aktivitas





Ketua



Pelaksana



Mutu Baku





Keterangan




1 Memberikan arahan untuk melakukan isolasi pasien

Kepala Satuan Kerja

Tim Kerja/ Kepala Wilayah Kerja

Dokter

Perawat

Kelengkapan


Laporan hasil pemeriksaan/skrining

Waktu


2 menit

Output


Catatan arahan



2  Menugaskan untuk melakukan isolasi pasien

Catatan arahan

5 menit

Catatan penugasan




3  Menyiapkan ruang isolasi

Catatan penugasan

15 menit

Informasi kesiapan rumah sakit rujukan

Keterkaitan SOP Disinfeksi



4 Melakukan isolasi pasien di ruang isolasi dan menyiapkan rujukan pasien

Informasi kesiapan rumah sakit rujukan

60 menit

Data pasien isolasi

Keterkaitan SOP Rujukan




6 Menyusun draft laporan

Data pasien isolasi

30 menit

Draft laporan

Keterkaitan SOP Penyusunan Laporan





7 Menyempurnakan draft laporan hasil isolasi pasien

Draft laporan

30 menit

Laporan pelaksanaan isolasi




8 Memeriksa dan menyetujui laporan isolasi pasien
T

Laporan pelaksanaan isolasi

5 menit

Laporan pelaksanaan isolasi



Y
9 Mendokumentasikan laporan isolasi pasien


Laporan pelaksanaan isolasi


5 menit


Arsip

17. SOP AP Penundaan/Penolakan Keberangkatan

	
	Nomor SOP
	
	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tgl. Pembuatan
	
	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP
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	Tgl. Revisi
	
	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tgl. Efektif
	
	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan oleh
	:
	:

	
	Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

	DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
	

	
	Nama

	NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	NIP

	
	Nama SOP
	
	:  Penundaan/Penolakan Keberangkatan atau Kedatangan Pelaku Perjalanan dan Alat
Angkut

	

	Dasar hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7 International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005
	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Epidemiolog Kesehatan/ Tenaga Sanitasi Lingkungan/ Entomolog Kesehatan/ Dokter/ Perawat

	

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	
	1. Komputer / Laptop / Printer
2. ATK
3. Formulir
4. Jaringan internet

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1. Apabila prosedur Penundaan/Penolakan Keberangkatan atau Kedatangan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Prosedur Penundaan/Penolakan Keberangkatan atau Kedatangan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut
Pelaksana



Mutu Baku


No.



1


Aktivitas



Memberikan arahan untuk melaksanakan Penundaan/Penolakan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut



Kepala Satuan Kerja

Ketua Tim Kerja/
Kepala Wilayah Kerja


Petugas Karantina Kesehatan



Kelengkapan


Laporan hasil pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan pemeriksaan fisik terhadap alat angkut/barang/orang



Waktu


10 menit



Output


Catatan arahan


Keterangan



2 Menugaskan untuk melnyiapkan surat rekomendasi Penundaan/Penolakan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut

Catatan arahan

15 Menit

Catatan penugasan


3 Menyiapkan surat rekomendasi Penundaan/Penolakan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut


Catatan penugasan


15 menit


Draft Surat Rekomendasi




4 Menyetujui surat rekomendasi Penundaan/Penolakan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut dan menugaskan untuk mendokumentasikan dan menyampaikan surat rekomendasi kepada pihak terkait
5 Menyampaikan dan mendokumentasikan surat rekomendasi kepada pihak terkait

Draft Surat Rekomendasi





Surat Rekomendasi dan arsip

5 Menit






60 menit

Surat Rekomendasi






Tanda terima, Surat rekomendasi

18. SOP AP Penanganan Kegawatdaruratan Medik
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DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT


NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP
	
	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tgl. Pembuatan
	
	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
	Tgl. Revisi
	
	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tgl. Efektif
	
	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan oleh
	:
	:

	
	Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Nama NIP

	
	Nama SOP
	
	: Penanganan Kegawatdaruratan Medik

	

	Dasar hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7 International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005
	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Dokter, Perawat

3.	Pengemudi ambulans terlatih

	

	Keterkaitan :
	Peralatan / Perlengkapan :

	SOP Rujukan Pasien
	1. Emergency Kit
2. Automated External Defibrillator (AED)
3. Ambulance Emergency

	

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1. Apabila prosedur Penanganan Kegawatdaruratan Medik tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Prosedur Penanganan Kegawatdaruratan Medik



Pelaksana



Mutu Baku



No.

Aktivitas


Kepala Satuan Kerja

Ketua
Tim Kerja/Kepala Wilayah Kerja


Perawat


Dokter


Pengemudi Ambulans


Kelengkapan


Waktu


Output

Keterangan



1 Memberikan arahan untuk melakukan penangangan kegawatdaruratan medik

Laporan kejadian kegawatdaruratan medik
2 
menit

Catatan arahan



2 Menugaskan untuk melakukan penanganan kegawatdaruratan medik

Catatan arahan

2 menit

Catatan penugasan




3  Menyiapkan  emergency  kit,  AED,	dan
ambulance emergency

Catatan penugasan

2 menit

Emergency kit, AED, dan ambulance emergency





4 Melakukan pemeriksaan kesadaran, jalan napas, pernapasan dan sirkulasi

Emergency kit, AED, dan ambulance emergency

5 menit

Hasil pemeriksaan kesadaran, jalan napas, pernapasan dan sirkulasi



5 Melakukan pertolongan pertama/ bantuan hidup dasar

Hasil pemeriksaan kesadaran, jalan napas, pernapasan , sirkulasi, dan emergency kit

30 menit

Catatan hasil pertolongan pertama

Dapat dilakukan berulang sampai ada perbaikan atau kondisi stabil




6  Melakukan rujukan ke RS

Catatan hasil pertolongan pertama

30 menit

Surat rujukan

Keterkaitan SOP rujukan




7 Menyusun laporan penanganan kegawatdaruratan medik

Surat rujukan

10 menit

Draft laporan hasil penanganan kegawatdaruratan medik



8 Memeriksa dan menyetujui laporan penanganan kegawatdaruratan medik

Draft laporan hasil penanganan kegawatdaruratan medik

5 menit

Laporan hasil penanganan kegawatdaruratan

19. SOP AP Identifikasi dan Pengawasan Dugaan Pelanggaran Karantina Kesehatan
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DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tanggal Pembuatan	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
	Tanggal Revisi	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tanggal Efektif	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan Oleh	:
Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan


Nama NIP

	
	Nama SOP	: Identifikasi dan Pengawasan Dugaan Pelanggaran Karantina Kesehatan

	Dasar Hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh Penyidik Polri
4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis
11 Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
	
1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

3. Petugas Karantina Kesehatan

4. PPNS Bidang Kekarantinaan Kesehatan

	Keterkaitan SOP:
	Peralatan/Perlengkapan :

	SOP AP Tindak lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan
	1 Alat-Alat Tulis Kantor
2 Alat komunikasi
3 Akses Internet
4 Komputer/PC dan Printer
5 Instrumen Pemeriksaan
6 Kamera
7 Perekam suara

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1. Apabila prosedur Identifikasi dan Pengawasan Dugaan Pelanggaran Karantina Kesehatantidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Prosedur Identifikasi dan Pengawasan Dugaan Pelanggaran Karantina Kesehatan


Pelaksana


Mutu Baku

No.

Aktivitas


Kepala Satuan Kerja


Ketua Tim Kerja


Petugas Karantina


Penyidik Pegawai Negeri Sipil


Arsiparis


Kelengkapan


Waktu


Output

Keterangan

1 Memberikan arahan untuk melakukan identifikasi dan pengawasan dugaan pelanggaraan Karantina kesehatan secara berkala.

Hasil Pengawasan Karantina kesehatan, hasil pemantauan, dan laporan dugaan pelanggraan Karantina

5 menit Catatan arahan

2 Melakukan koordinasi dengan ketua tim kerja lainnya dan menugaskan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dugaan pelanggaran Karantina kesehatan





3 melakukan Pengumpulan data dan informasi serta klarifikasi atas dugaan pelanggaran Karantina kesehatan

Catatan arahan, hasil Pengawasan Karantina kesehatan, hasil pemantauan, dan laporan dugaan pelanggaran Karantina kesehatan.
Hasil koordinasi dan Catatan penugasan

15
menit








300
menit

Hasil koordinasi dan Catatan penugasan








Data, Informasi dan hasil Klarifikasi



4 Menyusun analisa dugaan pelanggaran Karantina kesehatan

Data, Informasi dan hasil Klarifikasi

120
menit

Hasil Analisa



5 memeriksa hasil analisa potensi pelanggaran karantina kesehatan

Y

Hasil Analisa

T

60
menit

Hasil analisa


6 Menyetujui hasil analisa dugaan pelanggaran
karantina kesehatan dan memberikan arahan untuk	T
menindaklanjuti


Hasil analisa


15
menit


Hasil analisa, dan catatan arahan



Y
7 Menindaklanjuti hasil analisa dugaan pelanggaran


Hasil analisa dan


5 menit Catatan Penugasan Keterkaitan dengan SOP

karantina kesehatan



8 Mendokumentasikan hasil analisa dugaan pelanggaran karantina kesehatan

catatan arahan



Catatan Penugasan Tindak lanjut

Tindak lanjut



5 menit Arsip

AP Tindak lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan

20. SOP AP Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
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DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

NAMA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	Nomor SOP	: OT.02.02/…./	/2025

	
	Tanggal Pembuatan	: diisi tanggal pertama kali pembuatan SOP

	
	Tanggal Revisi	: diisi jika merupakan revisi dan ditulis revisi keberapa

	
	Tanggal Efektif	: diisi tanggal mulai berlakunya SOP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP

	
	Disahkan Oleh	:
Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan


Nama NIP

	
	Nama SOP	:  Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan

	Dasar Hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh Penyidik Polri
4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan
11 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang
Melayani Lalu Lintas Domestik
	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”
3. PPNS Bidang Kekarantinaan Kesehatan

	Keterkaitan SOP:
	Peralatan/Perlengkapan :

	SOP Teknis Investigasi/Penyelidikan
	1 Alat-Alat Tulis Kantor
2 Alat komunikasi
3 Akses Internet
4 Komputer/PC dan Printer
5 Instrumen
6 Kamera
7 Perekam suara

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan

	1. Apabila prosedur Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan



Prosedur Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan
Pelaksana



Mutu Baku

No.

Aktivitas


Kepala Satuan Kerja


Ketua Tim Kerja

Penyidik Pegawai Negeri Sipil



Kelengkapan



Waktu



Output

Keterangan

1 Memberikan arahan untuk melakukan tindak lanjut penindakan pelanggaraan karantina kesehatan.

Hasil Analisa dugaan pelangaran karantina Kesehatan

5 menit Hasil Analisa dugaan pelangaran karantina Kesehatan, Surat Tugas, dan Catatan Arahan

Keterkaitan SOP Penyusunan Surat Tugas

2 Menugaskan untuk melakukan pemeriksaan pelanggaraan karantina Kesehatan

Hasil Analisa dugaan pelangaran karantina Kesehatan, Surat Tugas, dan Catatan Arahan

30
menit

Catatan penugasan



3 Melakukan penyiapan peralatan dan bahan pemeriksaan pelanggaran karantina kesehatan .


4 Melakukaan Penyelidikan terhadap dugaan Perkara Pidana

Catatan penugasan



Alat an dan bahan pemeriksaan pelanggaran karantina kesehatan

300
menit


3 hari

Alat dan bahan pemeriksaan pelanggaran karantina kesehatan
Hasil penyelidikan






keterkaitan SOP Teknis Investigasi/penyelidikan



5 Menyusun laporan hasil penyelidikan

Hasil penyelidikan

300
menit

Draf Laporan Hasil penyelidikan



6 Memeriksa laporan hasil penyelidikan

Draf Laporan Hasil penyelidikan
T

60
menit

Draf Laporan Hasil penyelidikan

Y


7 Menyetujui laporan hasil penyelidikan dan mengarahkan untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan

Draf Laporan Hasil penyelidikan

T

15
menit

Laporan Hasil penyelidikan dan catatan arahan


Y





8 Melaksanakan gelar perkara bersama dengan

Laporan Hasil penyelidikan dan catatan

300

Laporan gelar
1. 
Jika cukup bukti maka dilanjutkan ke

Koordinator Pengawas PPNS serta berkoordinasi dengan Setditjen Penanggulangan Penyakit

arahan

menit

perkara/telaahan kasus proses Penyidikan
2. Jika tidak cukup bukti maka proses dihentikan (proses pemberian sanksi administrasi dan/atau pembinaan)



9 Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)

Laporan gelar perkara/telaahan kasus

30
menit

Surat Perintah Penyidikan dan SPDP
1. 
SPDP diterbitkan oleh Kepala Satker atau atasan langsung PPNS dan diserahkan ke Kejaksaan

2. Sprindik hanya untuk PPNS



10 Melaksanakan investigasi (pemanggilan dan pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka, pencarian alat bukti) dengan melibatkan Koordinator Pengawas PPNS

Surat Perintah Penyidikan dan SPDP

7 hari kerja

Hasil investigasi

dilakukan maksimal selama 7 hari kerja setelah terbit SPDP

11 Melaksanakan gelar perkara bersama dengan Koordinator Pengawas PPNS

Hasil investigasi

300
menit

Hasil gelar perkara



12 Menyusun surat permohonan bantuan penahanan/penangkapan/upaya paksa dan penyitaan barang bukti

Hasil gelar perkara

30
menit

surat permohonan bantuan penangkapan/ penahanan/upaya paksa

13 Melaksanakan penahanan/penangkapan/upaya paksa dan penyitaan barang bukti dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH)

surat permohonan bantuan penangkapan/ penahanan/upaya paksa

20 hari

penangkapan/ penahanan/upaya paksa


Arsip
5 menit
Laporan gelar perkara dan perbaikan berkas perkara dan catatan penyampaian (tanda terima)
Menyampaikan dan mendokumentasikan laporan berkas perkara ke Setditjen Penanggulangan Penyakit
17
Jika berkas kurang dapat dilengkapi dan diperbaiki
Laporan gelar perkara dan perbaikan berkas perkara dan catatan penyampaian (tanda terima)
60
menit
Laporan gelar perkara dan perbaikan berkas perkara
Menyerahkan berkas perkara (sampai lengkap) dan tersangka ke Kejaksaan melalui Koordinator Pengawas PPNS
16
Laporan gelar perkara dan perbaikan berkas perkara
300
menit
berkas perkara
Melaksanakan gelar perkara (final) bersama dengan Koordinator Pengawas PPNS
15
Berkas perkara
5 hari
penangkapan/ penahanan/upaya paksa
Menyusun berkas perkara
14
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